BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dan uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa penggunaan alat elektronik berupa teleconference sebagai alat
teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan
keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah sah guna
memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnya
dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar
ketentuan undang-undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenubhi
syarat-syarat seperti saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu,
keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi
telconfrence di persidangan, isi keterangan harus mengenai hal yang saksi
lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari
pengetahuannya itu, keterangan saksi itu saling bersesuain satu sama lain

2. Kendala pembuktian dari persidangan pemeriksaan saksi melalui
teleconference pada awalnya memiliki kendala dalam hal masalah jaringan
dan belum adanya inisiatif instansi penegak hukum selain pengadilan
untuk mempersiapkan fasilitas dalam penggunaan teleconference tersebut,
maka dari itu adanya kerjasama antar instansi penegak hukum terjadi pada
17 April 2020 sehingga ini menjadi memperlambat proses persidangan

yang terjadi antara penegak hukum.
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B. Saran
1. Pemerintah hendaknya segera merevisi KUHAP terutama yang berkaitan
dengan hukum pembuktian, sehingga dalam memanfaatkan teleconference
tidak terjadi perdebatan yang berkepanjangan antara hakim maupun

praktisi hukum pidana.

2. Hendaknya dalam Rancangan KUHAP, perlu ditegaskan mengenai
pengaturan mekanisme pemeriksaan saksi, persyaratan yang harus
dipenuhi sesuai peraturan perundang- undangan di Indonesia sebagai
syarat menjadi saksi dalam persidangan dan persyaratan berkaitan dengan
tempat pemeriksaan yang harus berada dalam yurisdiksi hukum Negara
Indonesia. Karena model pemeriksaan saksi melalui teleconference ini
sangat membantu para penegak hukum khususnya hakim dalam menggali
kebenaran materiil dan memperlancar jalannya sidang ketika saksi
berhalangan hadir ke Pengadilan. Sehingga semua dapat menerapkan
pembuktian atau pemeriksaan saksi melalui teleconference dengan

mekanisme dan prosedur yang sama.
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